
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   S3   TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR  116 TAHUN
2021  TENTANG ROAD Z\4,AP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MASA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang    :    a.    bahwa     dalam     rangka     mewujudkan      tata     kelola
pemerintahan      melalui      reformasi      birokrasi      yang
berkualitas     dan      berdampak      guna      mempercepat
pencapalan    sasaran    pembangunan,    telah    dilakukan
penajaman    Roat3   Mczp   Reformasi   Birokrasi   Nasional
Tahu n       2 02 0-2 02 4       melalui       Per.aturan       Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi   Nomor   25   Tahun   2020   tentang   Rotld  #qp
RefoHnasi Birokrasi 2020-2024;

b.    bahwa     dalam     rangka     penyelarasan     pelaksanaan
refomiasi    birokrasi    Kabupaten    Kubu    Raya,    perlu
melakukan   penyesuaian  atas   Peraturan  Bupati  Kubu
Raya    Nomor    116    Tahun    2021    tentang    Road   Mcip
Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya
Tahun 2022-2024;

c.    bahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor  116 Tahun 2021  tentang Road
jl4dp  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Kubu
Raya Tahun 2022-2024;

Mengingat       :    I.  Pasal  18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007     tentang
Pembentukan     Kabupaten     Kubu     Raya     di
Kalimantan  Barat  (I,embaran  Negara  Republik  lndonesi
Tahun  2007  Nomor   101,  Tambahan  L€mbaran
Republik Indonesia Nomor 4751) ;

3.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana



telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor
2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kerja   Menjadi   Undang-
Undang   (Lemba.ran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2023  Nomor  41,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

4.  Peraturan Presiden Nomor 81  Tahun 2010 tentang Graricz
Desig7t Refomasi Birokrasi 2010-2025;

5.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   37   Tahun   2013   tentang
Pedoman   Penyusunan   Road   Map   Reformasi   Birokrasi
Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

6.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang I?oad
Afczp    Reformasi    Birokrasi    2020-2024    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023     tentang    Perubahan    atas    Peraturan     Menteri
Pendayagunaan Apal.atur Negara dan Reformasi Bil.okrasi
Nomor   25   Tahun   2020   tentang  Road  Map   Reformasi
Birokrasi  2020-2024  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 233);

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun
2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Kubu  Raya  Tahun  2019  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten  Kubu  Raya Nomor 65.A)  sebagalmana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya   Nomor   3   Tahun   2021   tentang   Perubahan   alas
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun
2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah  Tahun  2019-2024  (I.embaran  Daerah  Kabupaten
Kubu  Raya  Tahun  2021  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

8.  Peraturan  Bupati   Kubu   Raya  Nomor   116   Tahun   2021
tentang    jaocic!    Mcip    Reformasi    Birokrasi    Pemerintah
Kabupaten  Kubu  Raya Tahun  2022-2024  (Berita  Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021  Nomor  116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS
PERATURAN BUPATI  KUBU  RAYA NOMOR  116 TAHU-N 2021
TENTANG         ROAD        j`4AP        REFORMASI         BIRO KRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024.



Pasal I

Ketentuan   dalam  Peraturan  Bupati  Kubu   Raya  Nomor   116  Tahun   2021
tentang  Road  Map  Reformasi  Birokl.asi  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya
Tahun  2022-2024  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya Tahun  2021  Nomor
116), diubah sebagai berikut:

I.ampiran I dan I.ampiran 11 diubah sebagaimana fercanfum dalaHi I.ampil.an I
dan  Lanpiran  11  yang  rnerupakan  bagian  tidak  texpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap  orang  mengetahuinya,.  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu

DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

IZAM
}RAI+ KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  ..ac}a3..  NOMOR  ...S.?
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   S9   TAHUN 2023
TENTANG
PER UBAHAN          ATAS          PE RATURAN
BUPATI    KUBU    RAYA    NOMOR        116
TAHUN    2021    TENTANG    ROAD    j`44P
REFORMASI   BIROKRASI  PEMERINTAH
KABUPATEN  KUBU  RAYA TAHUN  2022-
2024

jEOAD Afflp REF`ORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

BABI

PENDAHULUAN

1.  Latar Belahang
Reformasi   Birokrasi   (RB)   merupakan   sebuah   kebutuhan   di   tengah

dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang
semakin  tinggi.  Tujuan  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahari  melalui  RB
yang  berkualitas  pada  akhimya  adalah  untuk  mempercepat  tercapainya
Pembangunan Nasional.  Dengan kata lain, RB merupakari sebuah instrumen
alat  (fools)  dalam  rangka  percepatari  pencapaian  prioritas  kerja  Presiden,
Pembangunan Nasional dan Daerah.

RB   menjadi   salah   satu   dari   lima   agenda   prioritas   Pembangunan
Nasional yarig menjadi fokus darn pemerintahan. Arahan PI.esiden tentalig RB
berkaitan dengan  tiga hal utama,  yaltu  mewujudkan  bjrokrasi yang mampu
menciptakan hasil, birokrasi yang marnpu menjamin agar manfaat kebijakan
itu dirasakan oleh masyarakat ( maidng deziuered) , serta birokrasi yang lincah
dan   cepat   (qgtze   btfreaztcmaq/).   Arahan   Presiden   tersebut  dapat  ter`mujud
apabila   ada   Hpaya   perbaikan   dalam   tata   kelola   pemerintahan   yang
menyentuh  akar  permasalahan,  tidak  hanya  menjadi  agenda  rutin  tanpa
memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam  rang`ka  memastikan  pengelolaan  RB  yang  efektif,  pemerintah
perlu  untuk  menetapkan  perencanaan  dan  tata  kelola  RB  dalaln  sebuah
dokumen perencanaali yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh
pihak  dan  sfa*ehozder yang  berkepentingan.  Dalam  kaitannya  dengan  hal
tersebut,   Pemerintah   telah   mengeluarkan   Peraturan   Presiden   Nomor   81
Tahun   2010   tentang   Grand  Desdyri  Reformasi   Birokrasi   2010-2025  yang
terbagi dalam tiga periode Roc{d Mczp RB Nasional, yaitu Roczc! Map Reformasi
Birokrasi Tahun  2010-2014,  2015-2019,  dan  2020-2024.  Road Map disusun
untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan tentang
RB,    sehingga    dapat    menjadi    acuan    bagi    pemerintah    daerah    dalam
melaksanakan RB secara berkelanjutan.

Pada  akhir periode  Grcznd Desz.gn RB Tahun  2010-2025 yang tertuang
dalam    Peraturan    Presiden    Nomor    81    Tahun    2010,    upaya    reformasi
diharapkan   telah   menghasilkan   birokrasi  yang   berkelas  dunia.   Semahin
berkualitas  tata  kelola  pemerintahan  (got;emcz7ice),  semakin  balk  pula  hasil
pembangunan  (deuezopment outcomes).  Hal  tersebut dapat dilihat darn  hasil
;:=£=i:a===i-i;i;-;rai-i-in;;-I-i;tn;:-dir;-iaiiin-;i=-h-ri-;;Ja=aka-I-s:jerti-bio¢'
pengurangan kemiskinan,  pro lapangan pekeljaan,  dan berbagai hasil nyata
yang bermuara pada  kesejahteraan  rakyat.  Namun,  walaupun  pelaksanaari
RB telah memasuki periode Road Map terakhir Grand DesJgrt RB Tahun 2010-
2025, hasil yang ditunjukan rnasih belum optimal. Beberapa upaya RB masih
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berfokus  pada  proses dan  belum  sepenuhnya  berfokus  pada manfaat yang
secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil  evaluasi  atas  pelaksanaan  RB  masih  menunjukkan  adanya  gap
antara kondisi capaian terkini dengari kondisi yang diharapkan pada akhir
tahun   2025.   Gap   tersebut  dapat  dilihat  dari   dua   sisi,   yaitu   dari   sisi
perencanaan dan sisi pelaksaraan. Pada sisi perencanaan, konteks jEoad A4iqp
RB  2020-2024  yang  ditetaphan  dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaall
Aparatur  Negara  dan  Reforrnasi  Birokrasi  (PANRB)  Nomor  25  Tahun  2020,
belum  optimal  mengakselerasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  rriendorong
percepatan  pencapaian  pembangunan  nasional  maupun  daya  saing  global.
Pada   sisi   pelaksanaannya,   pengelolaan   RB   di   level   nasional   maupun
instansional  belum  secal`a  optimal  dirasakan  masyal.akat,  misalnya  terkait
kineria konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek
Korupsi  Kolusi  Nepotisme  (KKN).   Perencanaan  dan  pelaksanaan  RB  juga
masih   dilakukan   secara  parsial  oleh   masing-masing  lnstansi   Pemerintah
sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan
Nasional.   Sehingga   dengan   kondisi   tersebut   perlu   dilakukan   penajaman
terhadap  Rocrd  Map  RB  2020-2024.  Penajaman  Rocicz  Map  ini  juga  untuk
membantu  mempercepat  pencapalan  sasaran  pembangunan  nasional  yang
telah  dit€tapkan  dalam  Rencana  Pemban_gunari  Jangka  Menengah  Nasional
(RPJMN} Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB
2020-2024 adalah sebagal berikut:
1)  Substansi  tujuan,  sasaran,  dan  indikator  keberhasilan  RB  dalam  Road

Mcip  RB   Nasional   belum  sepenuhnya  mampu   menjawab  isu   strategis
nasional  dan  internasional  terkait  dengari  pembangunan  nasional,  daya
saing  pemerintahan,  pemberantasan  korupsi,  dan  isu-isu  strategis yang
perlu dijawab dengan akselerasi RB.

2)  Sasaran  program  pembangunan  bersifat  lintas  sektor dan  lintas lnstansi
Pemerintah  (cross ourfung issue),  sehingga memerluhan  strategi RB  untuk
mengorkestrasi percepatan pencapalan sasaran lintas sektor dan instansi.
Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yarig paling
berkontribusi terhadap sasaran strategis darl tujuan RB.

3)  Pengelolaan  RB  yang  fokus  untuk  percepatan  pencapaian  tujuan  dan
sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui
perbaikari  sistem dan manajemen internal,  serta isu  prioritas antara lain
kemiskinan dan investasi.

4)  Kolaborasi  pelaksanaan  RB yang cenderung  silo  lfragme/ifeco  khususnya
antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB
yang tidak efektif,  sehingga dibutuhkan  indikator RB yang paling relevan
dan  signifikan  untuk  mengukur  keberhasilan  RB,  sehingga  diperlukan
penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator lineria yang sejenis.

2.  Tujuan Penajaman Road Mczp Reformasi Birokrasi
Pada halikatnya,  Rocicz Mczp RB harus mampu menjabarkan visi,  nisi,

dan prioritas pembangunan dan mampu menjawab isu  strategis dalam tata
kelola   pemerintahan   yang   menghambat   pencapaian   kebijakan   prioritas
nasional.   Mengacu   pada   beberapa   perrnasalahan   yang   telah   dijabarkan
sebelumnya,   maka   perlu   dilakukan   penajaman   terhadap   Road   Map  RB
Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu :
I)  Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman     Road     Map     RB     2020-2024     bertujuan     untuk
mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB
dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capalan RB pada dua
periode   jEoad  Map  RB   2020-2024   sebelum   penajaman   menunjukkan
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bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di pemerintah daerah,
namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia.  Sehama ini
pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbalkari
internal masing-masing pemerintah daerah, selaln itu Roczd nfup RB 2020-
2024  sebelum  penajaman  disusun  sebelum  munculnya  pandemi  dan
belum   mengakomodir   tujuan   utama   RoczcZ   A4lczp   pada   Grtzncz   Desgiv.
Melalui   penajaman   Road  Map  RB   2020-2024   ini,   dapat  fokus   pada
perbaikan   internal   serta   berdampalc   untuk   mengungkit   pencapaian
agenda Pembangunan Nasional.

2)  Mendapatkan  Rocld Map RB yang lebih  komprehensif dan  sesuai dengari
kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang  dinamis,  adaptif,  serta  mampu  menjawab  kebutuhan  masyarakat.
Pelalcsanaari RB tidak harrya berfokus pada menyelesalkan permasalahan
umum  dalam  tata  kelola  pemerintahan,  namun  juga  untuk  merespon
permasalahan   yang   nyata   terjadi   di   lapangan.   Berbagal   perubahan
lingkungan  strategis  dalam  skala  nasional  maupun  global  juga  harus
menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB.  Kebijakan RB perlu
disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan
yang   disruptif,   tidak   terprediksi,   tidak   manench,   dan   berpengaruh
terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3)  Mendapathan   Rocid  Map  RB  yang  mampu   menciptakan  integrasi  dart
orkestrasi pelaksenaari RB yang sinergis dalarn pemerintahan

Penajaman Road Mtzp RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi
sfio {frogmeuted)  antar Instansi Pemerintah.  Pelaksanaan RB memerlukan
kolaborasi  yang  balk  dari  seluruh  pihak  yang  terkait,  balk  dari  unsur
pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi
koordinator  pengampu   (Jeczcz!r2g  irzsti.fut].o7i)   pelaksanaan   RB  juga  perlu
didorong  untuk  mewujudkan  ukuran-ukuran  yang  lebih  logis,  holistik,
berorientasi  hasil,  serta  tidak  duplikasi.  Berkaltan  dengan  hal  tersebut,
melalui penajaman J3ocrd Map RB 2020-2024, seluruh lnstansi Pemerintah
diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian
tujuan pembangunan nasional.

3.  Isu Strategis Rocic! MGp Reforrnasi Birokrasi
RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada

tingkat  hulu  maupun  hilir  yang  harus  segera  direspon  serta  diantisipasi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun
2024.  Isu-isu  strategis  t:ersebut akan  mempengaruhi  konstruksi  penajaman
Road Map EtB.

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu
Isu strategis tingkat hulu merupakan rmsalah-masalah yang teljadi

di  dalam  birokrasi  yang  bersumber  pada  tata  kelola  pemerintahan.  Isu
strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain
jika  tidak  segera  ditangani.  Beberapa  isu  tingkat  hulu  yang  berkaitan
dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:
1)    Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan   dengan    arahan    Presiden,    bahwa   birokrasi    harus
berorientasi   hasil.   Untuk   mewujudkan   arahan   tersebut,   terdapat
berbagal peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB.
Namun  dalam  praktiknya,  peran  yang  silo  masih  menjadi  tantangan
dalam perencanaan dan pelakeanaan, maupun pengukuran RB.  0leh
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karena   itu   untuk   meningkatkan   efeLidvitas   peran-peran   tersebut
diperlukan  kolaborasi  dan  integrasi  dalam  rumusan  tujuan,  sasaran
(goat serfu7tg) dan strategi pelaksanaan RB.

2)   Transformasi Digital yang Belum Optimal
Dalam   mewujudkan   transformasi   digital   yang   mendukung

kinelja  birokrasi,  pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Presiden
Nomor   95    Tahun   2018    tentang   Sistem   Pemerintahan   Berbasis
Elektronik  (SPBE).  Perumusan  kebijakan,  koordinasi  penerapan,  dan
evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE
belum mampu mencapal tujuan yang diharapkan.  Hal ini djsebabkan,
masih   rendahnya   komitmen   pimpinan   di   kementerian/lembaga/
pemerintah    daerah     menjadikan     SPBE     sebagal     prioritas    dan
perencanaan         dan         integrasi         sistem         yang         dibangun
kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah belum baik. 0leh karena itu
diperlukan   penguatan   dan   percepatan   implementasi   SPBE   secara
berkelanjutan.

3)    Penyederhanaan  Struktur  dan  Mekanisme  Kerja  Baru  yang  belum
tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupahan serangkalan proses yang
terdiri darn penyederhanaan struktur organisasi,  penyetaraan jabatan
dan   penyesuaian   sistem   kelja   pasca   penyederhanaan   birokrasi.
Penyesuaian  sistem kerja pada Instansi  Pemerintah dilakukan  secara
mendasar yang  mampu  mentransformasi  proses  bisnis pemerintahan
menjadi  lebih  dinamis,   lincah,   dan  profesional.   Sistem  kelja  yang
sebelumnya  bersifat  berienjang/hierarkis  menjadi  sistem  keria  yang
sederhana  d€ngan  mengedepankan  pada  kelja  tim  yang  fokus  pada
basil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan
dukungan     tata    kelola    pemerintahan    berbasis    digital,     untuk
mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi.  Sebagal  pedoman  untuk
pelaksanaan sistem keria tersebut,  Menteri PANRB  telah menetapkan
Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  7 Tahun  2022  tentang Sistem  Kerja
pada  Instansi  Pemerintah  untuk  Penyederhanaan  Birokrasi.  Dengan
telah    ditetapkannya    Peraturan    Menteri    ini,     seluruh    Instansi
Pemerintah   diminta   untuk   segera   men.vesuaikan   sistem   kerianya
melalui penyempumaan mekanisme kezja dan proses bisnis birokrasi
yang   berorientasi   pada   percepatan   pengambilan   keputusan   dan
perbalkan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru,  Pejabat Fungsional akan dapat
ditu8as:1zan    secara   foexibie,    changeable,    dan    moveable,    dengan
pengelolaan kinelja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekeba dalam
kotak-kotak   tertentu    melalnkan   fokus   pada   pencapaian   tujuan
organisasi.  Dengan  mekanisme  kerja  tersebut,  Pegawai  ASN  dituntut
untuk mampu berkineria lebih optimal sesuai dengan kompetensin.va,
dapat  dimanfaatkan  tidak  hanya  pada  unit  organisasi,  namun juga
dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4)   Integritas   Penyelenggaraan   Pemerintahan   yang   masih   menghadapi
kendala

Integritas     dalam     penye]enggaraan     pemerintahan
menghadapi banyak tantangan.  Hal ini ter]ihat dari masih banyaknya
temuan  penyimpangan,  balk yang  dilakukan  oleh  pimpinan  instansi
maupun   pegawainya.    Kelemahan   sistem   pengawasan   mendorong
terjadinya  perilaku  koruptif dan  pelanggaran  integritas.  0leh  karena
itu,     perlu     dilakukan     penguatan     sistem     pengawasan     dalaln
penyelenggaraan pemerintahan.
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5)    Budaya  Birokrasi  BerAKHLAK  yang  belum  terimplementasi  dengan
baik

BerAKHLAK  yang  ditetapkan  sebagai  budaya  kelja  Aparatur
Sipil  Negara  (ASN) yang menyederhanakan  nilai-nilai  dasar ASN yang
terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,
yang   terdiri   atas   komponen   Berorientasi   Pelayanan,   Akuntabelt
Kompeten,  Harmonis,  Loyal,  Adaptif,  dan  Kolaboratif,  serta.  budaya
integritas tinggi dan pelayanan prima.  Sehingga budaya kerja tersebut
dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku
menjalankan    tugas    dari    fungsinya,     sehingga    dapat    dijadikan
pengungkit.  Meshipun budaya keria ini sudah disosialisasikan kepada
seluruh pemerintah daerah, namun belum diintemafisasi dengari baik,
sehingga  pemahaman  makna  nilai  BerAKHLAK  belum  merata  pada
ASN di seluruh  pemerintah  daerah.  0leh karena itu,  perlu dilakukan
p€nguatan  dalam  intemalisasi  nilai  BerAKHLAK  secara  masif  dan
berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir
Isu  strategis  tingkat  hilir  merupakan  masalah  yang  muncul  di

masyarakat terkait dengan  agenda  program  Pembangunan  Nasional.  Isu
strategis hilir umumnya terjadi sebagal turunan yang muncul apabila isu
strategis   hulu   tidak   diselesaikan.   Beberapa   isu   strategis   hilir   yang
berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagal berikut:
1)     Hasil  pelaksanaan  program-rogram  pengentasan  kemiskinan  belum

sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan
Pemerintah  telah  mengerahkan  sumber  daya  anggararL  yarig

cukup  besar  untuk  melaksanakan  berbagai  program  pengentasan
kemiskinan   dengan   anggaran   yang   cukup   besar.   Adapun   total
anggaran   pada   program   nasional   pengentasan   kemiskinan   pada
tahun 2021  mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan
128  kegiatan  yang tersebar  pada  16  kementerian/1embaga.  Namun
dengan  anggaran  sebesar  itu,  hanya  mampu  menurunkan  angka
kemiskinan  sebesar 0,60% dari  10,14% (Maret 2021)  menjadi 9,54°/o
(Maret 2022) .

Selain     sumber     daya     anggaran     yang     b€sar,     program
pembangunan juga  melibatkan  berbagal  sektor  pemerintahan yang
memiliki  potensi  keterkaitan  berdasarkan  target  ouapt{t  dan  lokus
kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah
strategis yang utuh,  Di  lain  sisi,  kualitas tata kelola lintas instansi
belum  sejalan  dengari  capalari  RB  dan  aku_ntabilitas  instansi  yang
cenderung sudah baik.

2)   Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
Resesi  global  membawa  potensi  yang  mengarah  pada  krisis

pangan,    energi,    dan    keuangan    menyebabkan    semua    negara
membutuhkan   investasi.   Peningkatan   investasi   dipengaruhi   oleh
keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarhan pada
nilai  keekonomian  dan  kemudahan  berusaha  pada  suatu  negara.
Salah   satu   fahaor   yang   berpengaruh   pada   kemudahan   dalam
berusala  adalah  perizinan  berusaha  dan  berinvestasi.  Selalna  ini,
izin  bemsaha  dan  berinvestasi  di  Indonesia  identik  dengan  proses
yang    rumit   dari    membutuhkan    waktu    yang    lama.    Sehingga,
Pemerintah    Indonesia    kemudian    mengambil    langkah    dengan
penerapan   omriihas   lciuj.   0leh   sebab   itu,   RB   diarahkan   untuk
memperkuat     penerapan     omwihas     !aun     serta     meningkatkan
competitiz;emess {ndeic sehingga bisa melipatgandakan investasi.
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3)   Tantangan   perubahan   global   dan   tuntutan   terhadap   pelayanan
publik

Perubahan lingkungan global yang tidak texprediksi dan berciri
VUCA    {Vohatildy,    Uncertairrty,    Complexity,    Ambigu:itch    rnenun±ut
seluruh  sektor,  terrnasuk birokrasi,  agar dapat bekeria secara  agz.!e,
adaptif,  dan  cepat,  terutama  dalam  hal  digitalisasi.   Di  lain  sisi,
masyarakat  juga   menuntut   adanya   kecepatan   dan   kemudahan
pelayanan  publik.  0leh  sebab  itu,  RB  diarahkan  untuk mendorong
terciptanya     digitalisasi     administrasi     pemerintah     agar     dapat
mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4}     Dampak inflasi yang tidak terkendali
Pada  dasarnya  inflasi  menggambarkan  kondisi  ekonomi  suatu

negara  dimana  dapat  bersifat  positif  maupun  negatif.  Inflasi  yang
tidak terkendali akan rnenyebabkan dampak negatif seperti nailmya
harga-harga,  menurunnya  daya  beli  masyarakat,  dan  peningkatan
suku  bunga.   Dampak  jangka  panjang  darn  inflasi  adalah  adanya
potensi  Pemutusan  Hubungan  Keria  (PHK)  sehingga  menyebabkan
peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka
kemiskinan.  0leh sebab itu,  pemerintah perlu meprioritaskan untuk
menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang
kemiskinan akibat darn adanya kenaikan harga.
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BAB 11

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI SAAT INI

Pelaksanaan  RB  telah  memasuki  tiga  periods  Road jl4lap RB  sejak  Grczrrd
Desi.gn  RB  Tahun  2010L2025  diterbitkan.  Berbagal  perbalkan  telah  dilakukan
dalam   tata   kelola   pemerintahan,    mulai   dari   penyederhanaan   birokl.asi,
penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi,
efisiensi   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara/Daerah   (APBN/APBD),
sampai dengan  pengintegrasian  pelayanan publik dalam mal pelayanan publik.
Semua upaya  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan  birokrasi  Indonesia yang
berkelas dunia  sebagal  tujuan  akhir  darn  Grtirid Deskyri RB  Tahun  2010-2025.
Beberapa capalan dari pelaksanaali RB sampal akhir tahun 2021 adalah sebagal
berikut:
1.  Penyederhanaan Birokrasi Dua I.evel

Penyederhanaan    struktur    organisasi,    pen.vetaraari    jabatan,    dan
penyesuaian sistem keja baru dilakukan agar proses kelja birokrasi menjadi
lebih  cepat,   efektif,   efisien,   dan  dinamis  dalam  pengambflan  keputusan.
Terdapat    47.992    struktur    pada    95    kementerian/lembaga   yang   telah
disederhanakan,  148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah
serta   44.870   Jabatan   Administrasi   yang   te]ah   dialihkan   ke   Jabatan
Fungsional pada 91  kementerian/lembaga,  disusul dengan  31  provinsi,  371
kabupaten  dan  86  kota  yang  telah  diusulkan  dan  diberikan  pertinbangan
tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya pada tahun 2021  telali melakukan
penyederhanaan   struktur   organisasi   pada   28   Perangkat   Daerah   yang
terdampak penyederhanaan birokrasi dan me]akukan penyetaraan  sebanyak
272  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  yang  terdiri  dari  5
jabatan Administrator dan 267 jabatan Pengawas.  Selanjutnya dalam rangka
menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2021
tentang   Dinas   Penanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu
{DPMPI`SP) , Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan penyetaraan
sebanyak  4  jabatan  Administrator  DPMP'I`SP  kedalam  jabatan  fungsional.
Berdasarkan     model     penyederhanaan     yang     direkomendasikan     oleh
Kementerian PANRB, penyederhanaali struktur organisasi di Kabupaten Kubu
Raya telah mencapai sebesar I ooo/o.

Jenjang Jundah Jundah Jumlah Jumlah Alasan Tidak
Jabatan      i Jabatan Jabatan Pejabat Pejabat Dilantik

yang yang yang yangTidak   IDilantik

i!

Diusulkan I Disetujui I DilantikPenyetaraan

Eselon       Ill /Administrator 9 9 9I -

11

Eselon       IV / 267
!267

!261 6 - 2 orang BUP
Pengaw'as -  I orang CLTN-IOI-an8mengundurkanr:;:rm=gi  i

Jumlah 276 276 270 6
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1)  Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak efektif
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengurangr  tumpang  tindih  tugas

fungsi  di  antara  Instansi  Pemerintah  _vans  mengakibatkan  pemborosan
kewenangan  dan  inefisiensi anggaran.  Tercatat 37  LNS  telah  dibubarkan
dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai.

Pemerintah    Kabupaten    Kubu    Raya    pada    tahun    2021    telah
menghapus  1   (satu)  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UErl`D)  pada  Dinas
Perikanan  Kabupaten  Kubu  Raya  yaitu  UFTD  Tempat  Pelelangan  lkan
Sungal Kakap.  Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bahwa UPTD
tersebut tidak efektif dan tugas serta fungsi yang dijalankannya bukan lagi
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

2)  Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi
Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan

yang  mudah  cepat,  transparan7  akuntabel,  dan  pelayanan  publik  yang
berkualitas,   diwujudkan   melalui   penggunaan   tekiiologi   informasi   dari
komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat  159 Instansi Pemerintah
yang memiliki tingkat kematangan SPBE abaik".  Kualitas digital birokrasi
semakin  positif,  tercermin  pada  indeks  E-GozJer7meri£  DeueJop77ient  JnczeJc
(EGDI) yang dikeluarkan oleh  Unzfed Ivtzfz.o7rs.  Pada tahun 2020, Indonesia
berada pada peringkat ke-88 atau naik 191evel dari tahun 2018.

Indeks  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  pada tahun  2022
sebesar  2,34  atau  predikat  Kurang.  Capaian  ini  beLurli  sesual  dengan
standar nasional dengan predikat Baik sampal dengan tahun 2024.

3)  Efisiensi   APBN/APBD   Melalui   Penerapan   Sistem   Akuntabilitas   Kineria
lnstansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP    merupakan     manajemen     kinelja     sektor    publik    yang
memadukan     dan     mengintegrasikan     sistem     perencanaan,     sistem
penganggaran    den    sistem   pelaporan    kineq`a   sehingga   memastikan
keselarasan dalam rangka pencapaian kinelja lnstansi Pemerintah.  SAKIP
berhasil  mencegah  potensi  pemborosan  APBN/APBD  sebesar  ±  Rp.112
Triliun.

Hasil  evaluasi  SAKIP  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2022  adalah
61,95 sedan8han pada tahun 2021  sebesar 60,96. Altinya dalam 2 tahun
terakhir (2021  -2022)  nilai  SAKIP Kubu  Raya mencapal  kategori  8  atau
telah mencapai predikat Balk

4)  Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona lntegritas
Unit   keria   yang   meraih   predikat   menuju   Wilayah   Bebas   darn

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit
keria  yang  pimpinan  dan  seluruh  jajarannya  memiliki  komitmen  kuat
untuk  membangun  unit  kerja  percontohan  dalam  hal  pemberantasan
korupsi dan pelayanan publik yang prima.  Tercatat sampai dengan tahun
2022 telal terbentuk 1.937 unit keT`a WBK dan 225 unit keba WBBM.

Pemerintah    Kabupaten    Kubu    Raya    pada    tahun    2022    telah
mengusulkan    sebanyak   3    (tiga)    unit   keria   untuk   meraih    predikat
WBK/WBBM  yaitu   Dinas  Kependudukan   dan   Pencatatan  Sipil,   Dinas
Penanaman  Modal dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,  dan  Rumah  Sakjt
Umum   Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya.   Dari   ketiga   unit   kerja   yang
diusulkan    tersebut,     belum    ada    yang    berhasil    meraih    predikat
WBK/WBBM.

5)  Integrasi  Pelayanan  Publik  Melalui  Pembentukan  Mat  Pelayarian  Publik
(MPP)
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MPP  merupakan  wujud  kolaborasi  pelayanan  terpadu  pada  satu
tempat  dari  berbagai  pihak  mulai  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah
daerah,  swasta,  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  hingga  Badan
Usaha   Milik   Daerah   (BUMD).    MPP   bertujuan   untuk   meningkatkan
kecepatan,    kemudahan,    jangkauan,    kenyamanan,    dan    keamanan
pelayanan.   Sampal   akhir  tahun   2021,   terdapat   56   MPP  yang  telah
beroperasi di seluruh lndonesia`

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah membangun MPP dan telah
diresmikan  bersama   13  MPP  daerah  lainnya  oleh  Menteri  PANRB  pada
tanggal 13 JUH 2023 di Jakarta. Terdapat 15 Instansi dan 90 Iayanan yang
terintegrasi pada MPP Kubu Raya.

Selain  itu,  progres  capaian  RB juga  dapat  dilihat  melalui  Indeks  RB.
Indeks  RB  menggambarkan  tingkat  kemajuan  instansi  pemerintah  dalam
menciptakan birokrasi yang berkualitas.  Secara umum3  rata-rata Indeks RB
kementerian/lembaga  dan  Pemerintah  Provinsi  selama  lira  tahun  terakhir
cenderung  meningkat  dengan  capaian  yang  sudah  dalam  kategori  Balk.
Sedangkan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  cenderung  ada  penurunan  dengan
capaian yang masih dibawah kategori Baik.

Apabila  dilihat  dari  penyebaran  nilai  indeks  RB  pada  masing-masing
kemen terian / lembaga/ pemerintah             d aerah             masih             terdapat
kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  yang  indeksnya  masih  dibawah
target minimal Balk, sehingga hal ini yang perlu mendapatkan perhatian dan
foktis  prioritas.   Pada  tingkat  kementerian/1embaga,  yang  telah  mencapai
kategori  Indeks  RB  minimal  "Balk"  mencapai  91,76%,  dan  sebanyak  8,24%
dibawah  kategori  "Belum  Balk".   Pada  tingkat  Provinsi,   79,41%  mencapal
kategori    mininal    "Balk"    dan    20,590/o    "Belum    Baik".     Pada    tingkat
Kabupaten/Kota  sebanyak  25,79%  mencapal  kategori  mininal  "Balk",  dan
74,210/o "Belum Balk". Ini mengga.mbarkan bahwa kuaHtas pelaksanaan RB di
Kabupaten/ Kota masih belum baik, masih banyak Kabupaten/ Kota yang nilal
lndeks  RB  dibawah  kategori  Baik.  Sehingga  dibutuhkan  perhatian  khusus
terkait kondisi tersebut.

Capalan lndeks RB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 adalah CC
atau masih dibawah kategori Baik. Capalan Indcks RB Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019 -2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Indeks RB Kubu  Ray7a

51,56
52,04

56,56
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Meskipun  berbagal  upaya perbalkan  telah  dilakukan,  namun  kondisi
tersebut  belum  mampu  mengangkat  posisi  Indonesia  agar  sejajar  dengan
negara-negara  lain  yang  berperingkat  lebih  baik.  Berbagai  indikator  global
yang mengukur kualitas tata ketola pemerintah menunjukan bahwa Indonesia
masih tertinggal. Beberapa indikator tersebut diantarany'a:
1}  Corruption  Perception  lridex  (CPT)   darn  Transpareney  Intemati.onal`  Pa:da

tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat ke-96 dunia dengan skor 38,
dan  berada  pada  peringkat  ke-5  dalam  Assoofcztion  o/ SowthEas£  Asi.czn
IVcrfu.ons  (ASEAN), jauh  dibawah  Singapura  (peringkat  ke-4  dunia  dengan
skor    85),     Malaysia,    Timor-Leste,    dan    Vietnam.     Kondisi    tersebut
menunjukan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalaln kaltannya
dengan pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN.

2)  Indikator  Eclse  of Doing  B{tsz.ness  (EODB)  Indonesia  cenderung  stagnan
pada peringkat ke-73 dari  190 negara dan berada pada peringkat keenam
di   ASEAN.   Kondisi   ini   menunjukan   bahwa   Indonesia   belum   dapat
memberikan pelayanan yang balk bagi investor yang berbisnis atau akan
berbisnis  di  Indonesia.  Kondisi  tersebut  tentu  mel.upakan  sebuah  ironi
mengingat   Indonesia   merupakan   salah   satu   pasar   utama   bagi   para
investor global.

3)  Indikator  Gouemmerif  E#eedue7tess  Jndex  (GEl),  Indonesia  berada  pada
peringkat  ke-73  darn  ke-193  negara  dan  berada  pada  peringkat  ke-5  di
ASEAN.  Kondisi ini tentu mencerminkan masih banyaknya permasalahan
dalam    penyelenggaraan    pemerintahan,     seperti:     kualitas    birokrasi,
pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.

4)  Indikator E-Got;er7z77tent Dez;ezopmen£ Jnder (EGDI)  oleh  Uwifed IVczfro7'is (UN)
E-Cfouer7'ment  Sttn;eg  2020.  Indonesia  masuk  di  posisi  ke-88  dunia  dari
193 negara. Meskipun demikian, Indonesia masih berada jauh dari negara
ASEAN,   seperti:   Singapura  yang  berada   pada   peringkat   ke-11   dunia,
Malaysia,  dan  Thailand.  Kondisi  tersebut  tentu  mengisyaratkan  bahwa
masih banyak hal yang tertinggal dalam mewujudkan  digital birokrasi  di
Indonesia.

Berkaitan  dengan  capaian  pembangunan  nasional,  pelaksanaan  RB
juga  belum  mampu   untuk  menyelesaikan  masalah-masalah   utama  yang
teriadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha
mikro  kecil  menengah  (UMKM)  dan  pariwisata,  peningkatan  investasi,  serta
isu-isu   strategis  lainnya.   Berdasarkan   data  dari   EPS,   persentase   angka
kerlriskinan  di  Indonesia  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  terus  menurun.
Angka kemiskinan  di  Indonesia dalam k-tirun  waktu  10  tahun  (Maret 2012
s.d.   September  2021)   mengalami  penurunan  namun   tren   tersebut  tidak
signifikan.   Angka   kemiskinan   Kabupaten   Kubu   Raya   cenderung   terus
menurun  dan  berkontribusi   positif  terhadap  angka   kemiskinan   Provinsi
Kalimantan  Barat  maupun  Nasional.  Pada  tahun  2021  angka  kemislrinali
Kabupaten  Kubu  Raya  sebesar  4,340/o3  Adapun  pada  tahun  2022  sebesar
4,12%-
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Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kubu Raya
Tahun 2019 -2022
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Angka investasi dalam aspek  PMDN dan  PMA mengalami peningkatan
dalam kurun lima tahun (2017 s.d. 2021) namun, belum signifikan. Sehingga
perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
lagi.  Nilai  investasi  berskala  nasional  (PMA dan  PMDN)  di  Kabupaten  Kubu
Raya pada tahun 2019 -2022 (dalam miliar rupiah) dapat dilihat pada grafiik
di bawah ini:

Target dan Realisasi lnvestasj Berskala Nasional di
Kubu Raya Tahun 2019 -2022 (miliar rupiah)
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2019          11.211,96
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Sumber : DPMFTSP Kabupaten Kubu Raya
Penurunan  angka  sfunt{ng  merupakan  salah  satu  prioritas  Presiden.

Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan
selarna   tahun   2021-2022.   Berdasarkan   SSGI,   pada   tahun   2021   angka
sfunfing di  Kubu  Raya sebesar 40,3  sedangkan  pada tahun  2022  mencapal
27,6. Berdasarkan pengukuran WHO, angka strntr-ng Kubu Raya tahun 2020-
2022 sebagai berikut:
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Perbandingan Angka Sfu7tfz'ng Kubu Raya
Tahun 2020 - 2022

35

30

25

20

15

10

5

0

13,4

2020

29,8
27,8cdiJ-I--i--.-i---i-i--_-.

24,4
21,6

7,9

2021

Kubu Ra`,'a      ~c=T-r=-Kalbar                Nasional

6,83

2022

Melihat data kemiskinan, investasi dan sfurrfurig di atas, perbaikan tata
kelola     pemerintahan     melalui     pelaksanaan     P`B     diharapkan     dapat
mengoptimalkan    hasil    pelaksanaan    program    pengentasan    kemiskinanj
peningkatan investasi dan penurunan sfurrdfig.
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BAB Ill

FOKUS PENAJAMAN I?OAP jl44P REFORMASI BIROKRASI

1.  Penajaman terhadap Tujuan dan Sasaran RB
Umpan balik darn berbagal pihak atas pelcksanaan RB selana beberapa

tahun   terakhir   adalah   bahwa   upaya   RB   yang   telah   dilakukan   belum
berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan
intemasional  baik  yang  terkait  dengan  Pembangunan  Nasional,  daya  saing
pemerintahan,   maupun   pemberantasan   korupsi.   Salah   satu   hal   yang
dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun
sasaran   strategis   RB   tidak   secara  langsung  dikaitkan   dengan   berbagal
indikator   terkait.    Meskipun    pada    I?oc!d   Map   RB    2020-2024    s€belum
penajaman,  indikator-indikator  tata  kelola  pemerintahan  telah  ditetapkan
menjadi  indikator  tujuan  RB,  namun  program  dan  upaya  yang  dilarfukan
tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator
tersebut.  Atas dasar hal tersebut,  maka salah  satu  fokus dalam penajaman
I?oczd  Mczp  RB  2020-2024  ini  adalah   mempertajam  {ujuan,   sasaran,   dan
indikatomya   agar  lebih   relevan   dan   berdampak  terhadap   Pembangunan
Nasional,   serta  lebih   mencerminkan   penyelesaian   atas  berbagal  isu   dan
permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara ulnum,  tujuan  dan  sasaran  akan  diarahkan  untuk menjawab
isu  tata  Kelola  pemerintahan  yang  belum  berkontribusi  signifikan  dalam
capaian  Pembangunan  Nasional,  masih  adanya  tindak  pidana  korupsi yang
terjadi,  kualitas  pelayanan  publik  yang  belum  prima,  serta  ketertinggalan
dengan birokrasi negara lain.  Strategi yang akan digunakari untuk menjawab
isu  tersebut  adalah  dengan  mendorong  terciptanya  birokrasi  digital  yang
lincah,  kolaboratif dan  akuntabel,  didukung  dengan  budaya  birokrasi yang
berorientasi kineria dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.
a.  Tujuan RE

Tujuan   yang   terdapat   pada   RocicJ  Mqp   RB   2020-2024   sebelum
penajaman   adalah   "Pemerintahan  yang   baik   dan   bersih",   sedangkan
tujuan dari I?oczd Mcip RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi
yang bersin, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional
dan   pe}ayanan   publik».   Tujuan   RB   harus   diarahkan   untuk   dapat
menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu
tersebut  adalah  terkait  dampak  dan  kontribusi  RB  pada  Pembangunan
Nasional,  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  penciptaan  pemerintah
yang  bersih  dan  bebas  KKN,   serta  peningkatan  daya  saing  indonesia
dibanding dengan negara lainnya.

b.  Sasaran Strategis RB
Berkaitan  dengan  sasaran,  pada Roac! Mcip RB  2020-2024  sebelum

penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yalig bersih
dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.
Pada  Roczd Map RB  2020-2024  setelah  penajaman,  sasaran  strategis  RB
disederhanakan  menjadi  dua  aspek  yaitu,  aspek  Jiard  ezemeut  adalah
bagian  dari kerangka logis  RB yang merupakan  berbagai perangkat yang
terkait   dengan   akuntabilitas,   kelembagaan,   tata   laksana,   cara  keria,
strategi,  serta  sistem  dan  regulasi  dalam  pemerintahan  dan  aspek  soj}
e!emen{ berbagal perangkat yang terkalt dengan budaya dan sumber daya
manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagal berikut:
1)  Terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  digital yang  efektif,  lincah,  dan

kolaboratif sebagai aspek  hard eleme7tt.  Sasaran  ini  berkaitan  dengan
tata        kelola        pemerintahan         ( got/emance)         yang        mampu
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mempertanggungjawabkan      penggunaan      sumber     daya      melalui
penciptaaan    hasil/dampak    yang    nyata    bagi    masyarakat    dan
pembangunan  nasional,  dengan  kemampuan  untuk  selalu  bersinergi
dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis
yEmg   berchi   VTJCA   |Volatiliky,    Uncertainty,    Complexity,    Ambigurty}.
Strategi utama untuk menciptakan tata keloha pemerintahan irri adalah
dengan   menjadikan   teknologi   informasi   dan   komunikasi   sebagal
instrumen  utama  dalam  proses  internal  tata  kelola  pemerintah  yang
balk dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2)  Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional
sebagal  aspck   soft  ele77re7tf.   Sasaran   ini   berkaitan   dengan   budaya
birokrasi  yang  mengedepankan  nilai  orientasi  pelayanan,  akuntabel,
harlnonis, kompeten, loyal,  adaptif, dan kolaboratif dalarn pelaksanaan
tugas   menyelenggarakan   pelayanan   publik   yang   berkualitas   dan
mempercepat pencapalan tujuan dan  sasaran pembangunan nasional,
serta diisi dengan ASN yang memilife komitmen, kemampuan, motivasi,
perilaku, kinerja dan daya salng yang tinggi.

2.  Penajaman terhadap Kegiatan Utama
Pada  Rocrd  nrfup  RB  2020-2024  sebelum  penajaman,  kegiatan  yang

dilakuhan  diarchkan  pada  perbaikan  berbagal  aspek  pemerintahan  yang
dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meljputi
Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan
Tata laksana, Penataan SDM Aparatur,  Penguatan Akuntabilitas,  Pengratan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada j€oad Map RB
2020-2024  setelah  penajaman,  kegiatan  RB  tidak  akan  dikaltkan  dengan
delapan   area   perubahan   melainkan   akan   berfokus   pada   pelaksanaan
Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang
dimaksudkan   untuk   mempercepat   terwujudnya   birokrasi   digital   serta
kegiatan-kegiatan   RB   lain   yang   sudah   dilaksanakan   pada   tahun-tahun
sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

3.  Penajaman terhadap F`okus Pelaksanaan RB
Ekspektasi  Presiden,  masyarakat,  dan  dunia  usaha  atas  pelaksanaan

RB  adalah  menciptalran  hasil/dampak yang dapat  dirasakan  secara nyata,
cepat,  dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual.  RB juga diharapkan
tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaifu masalah-masalali tata
kelola pemerintahan yang teljadi di internal  birokrasi,  namun juga isu  hilir
yaitu   masalah-masalah  yang  muncul  di  masyarakat  dan  terkait  dengan
agenda prioritas Pembangunan Nasional.  Atas dasar hal tersebut,  Road Afap
RB 2020- 2024  setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan  RB ke dalam
dua fokus yang disebut dengan  "c!oubJe trcick", yaltu  fokus penyelesaian isu
hulu yang disebut dengan RB Cieneral, serta fokus penyelesaian isu hilir yang
disebut dengan RB Tematik.

4.  Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB
Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan

dengan      menetapkan      ukuran      keberhasilan     yang     relevan      untuk
menggambarkan   tujuan   dan   sasaran   strategis   RB   serta   menyinergikan
beberapa indikator yang beririsan.

Untuk  menunjukkan  efektivitas  RB  dalaln  mengungkit  Pembangunan
Nasional  den  meningkatkan  keperc`ayaan  masyarakat,  maka  ditentukanlah
indikator tujuan yang berkualitas dampak (z.mpczct) yaitu terkait peningkatan
capaian  beberapa  indikator  Pembangunan  Nasional  dan  daya  saing  global,
dan  indikator  sasaran  yang  berkualitas  basil  (outcomes)  yaitu  terkait  hasil
(oufco7ries) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (got/emcznce) pada tingkat
1.nter7nedha{€   outcomes   dan   1.mmeczhafe   a"tcornes   pada   aspek-aspek   kunci
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birokrasi. Indikator yang digunahan merupakan ukuran yang dianggap paling
reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan
sekedar  mengukur pemenuhan  dan  aspek  administratif semata.  Penajaman
indikator   juga    dilakukan    dengan    mendorong    sinergi,    integrasi,    dan
penyederhanaan  berbagai  ukuran  keberhasilan  untuk  menghindari  adanya
duplikasi   pengukurari   pada   lebih   dari   satu   ukuran   keberhasilan   dan
mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga
lndikator RB dapat memenuhi indikator yang spesi#c, measurable, Qchiez;able,
rezeua7it, and time-bound (SMART) dan berorientasi pada hasil (outcoine).

Beberapa   permasalahan   terkait   implementasi   indikator   RB   adalah
sebagal berikut:
1 )  Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
2)  Masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
3)  Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;
4)  Metode   pengumpulan   data   indikator   indeks   kepada   masing-masing

kementerian/lembaga/pemerintah   daerah   menggunakan    metode    sez/-
czssessment  dengan  aplikasi  masing-masing  yang  waktunya  bersamaan;
dan

5)  Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instausi yang
dinilal belum terstandar.

Sinergi,  integrasi,  dan  penyederhanaan  indika.tor  dilakukan  dengan
menganalisis   komponen-komponen   indikator   indeks   antara   lain   terkait
beberapa hal, yaitu:  1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2)  tidak
fokus  pada  proses  tetapi  pada  basil,  3)  penyederhanaan  pengukuran,  4)
sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaari atau irisan. Pelaksanaan
penyederhanaan,  sinergi,  dan integrasi dilakukan  oleh kementerian/lembaga
pengampu indikator dengan melibathan Kementerian PANRB.

Berbagai  indeks  yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  RB
pada tingkat meso  dan  mikro dalam  Roc!c! Mczp RB  2020-2024  sebelum dan
setelah penajaman terlihat dalam Tabel di bawah ini:

Area Indikator Hasil Kondisi Dalam Rond Map RB
PerubahanI Antara Dalam Road sfampai 2021 2020-2024 setelah

Map RB sebelumpenal.aman penajaman          i

Manajemen 1.      Indeks Belum Indikator     1     tidak
Perubahan KepemimpinanPerubahan tersedia dilanjutkan

Penataan 2.     Indeks Sudah Indikator   2   dan   3
Peraturan Reformasi tersedia dilanjutkan,
Perundangan/ Hufum3.Indeks  KualitasKebijakan disinergikan ,       dan
Deregulasi disederhanakan
Kebijakani I

Penataan 4.     Indeks Sudah Dilanj utkan         dan
Organisasi/ Kelembagaan tersedia disinergikan  dengan
Kelembagaan Indikator 5                    i
Penat-  Tata 15.      IndeksspBE6.Indeks Indikator      5 Indikator                   5
laksana s.d   8   sudah dilanj utkan                   iIndikator6s.d8

tersedia

Pengawasan dilanjutkan,
Kearsipan disederhanakan  dan

i disinengikan
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7.     Indeks
Pengelolaan
Keuangan

IIi

zleuangan8.IndeksPengelolaan Aset9.Indeks

)Indikator9

IIndikator9tidak

Pemerintahan belum

rnanjutkan               iDaerah tersedia
Sistem 10.   Indeks Indikator    10 Indikator  10  s.d   12 i
Manajemen Profesionalitas s.d  12  sudah d iin tegrasikan        ke
Sumber     DayaManusiaI ASNi11.Indeks       SistemMerit12.IndeksTataKelolaManaTemenASN tersedia               IIi dalanl lndikator  1 I•!i

Penguatan 13.    Nilai SAKIP14.Indeks Indihator    13
I Indikator  13  dan  14 i

Akuntabilitasi dan               14 dilanjutkan,
sudah disinergikan ,        dan

PerencanaaniPembangunan tersedia disederhanakan

PengawasanI 15.   Maturitas SPIP Indikator    15 Indikator                 15
s.d  19  sudah dflanjutkan,
tersedia

if:%infrtgrkr3dd=n¥an)
16.   Kapabilitas  APIP Indikator                 16

(IACM)

i

diintegrasikan

17.    OpiniBPK

dengan lndikator 15Indikator17

dilanj utkan          dan
ditambah         tindak
lanjut    rekomendasi
hasil audit

18.   Indeks           Tata Indikator                  18 i
Kelola

I

dilanjutkan,
Pengadaan disederhanakan,

I

Barang dan Jasa19.IndeksPersepsi
!i:ii:eartgrk=           i,:1:g:::i=i|,tedi:faf!Indikator

I

Anti Korupsi

Pelayanan 20.   Indeks Indikator    20
iELd=k]aut&r£?dan2i!disinergikan(Publiki Pelayanan s.d  22  sudan

Publik21.TingkatKepatuhan tersedia
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Terhadap
Standar
Pelayanan
Publik

22`   Survei Kepuasan
Masyarakat

Indikator
dilanjutkan,
disempumakan
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BAB [V

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1.  Tujuan RE
Tujuan   deri   Roes   Miqp   RB   2020-2024   setelah   penajamjan   adalch

Birokrasi  yang  bersih,  efektif dan  berdaya  saing  mendorong  pembangunan
nasional dan pelayanan publik.

2.  Sasaran Strategis RB
Adapun sasaran strategis RB terdiri dari:

Terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  digital  yang  efektif,  lincah,  dari
kolaboratif; dan
Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

3.  Target Kinerja Sasaran Strategis RB

lNo Sasaran Indikator
Kabupaten/Kotase-Indonesia Kubu Raya           )

Strategis   RB Sasaran Base- Target j3use-   i       Target       I
2020-2024 Strate8is ti'\e2021 2024 tine2022    I 2024

1I Terciptanya Indeks SPBE 23,58o/o 500/o Cukup Balk               i
tata kelolapemerintaha   ' Baik Baik

Capaian 66,73o/o 1000/o Balk Baik                I
n digital Akuntabilitas Balk Baik
yang lincah,kolaboratif, Kineria

Capaian WTP 1000/o WTP WTP
dan Akuntabilitas 91,91o/a WTP dengan
akuntabel KeuanganI dengantinghattindaklanjutI800/o I tingkattindal{]anjut80%I

'2ii Terciptanya Nilai     Survei 6,90% i `r''`'`\ `` i 6,90% 7,66%            i
Budaya Emptoger
BirokrasiBerAKHLAK Brcmcitng

Nilai     Survei 60,9% 67,142% 60,40/o 680/o                 i
dengan ASN Indeks
yangProfesional BerAKHLAK

Nilai    SurveiPenilalanInteintas 71,4% meningkat 78,02% meningkat   i

!#aT;::::alel
I  74,89 meninghat) I  84,80 88i

4.  Hasil dan Output yang diharapkan dalarri pelaksanaan RB Instansional
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berbasis kineria dan qgivze
Terimplementasikannya
kebijakan  sistem  kerja  baru

Pelaksanaan  Sistem  Kerja  Ban  dengan
model fleksibel bagi Pegawai ASN

dengan  model  fleksibel  bagi
pegawal ASN dengan Balk

S.3 Terimplementasikannya Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
Kebijakan   Arsitektur   SPBE
Nasional

S.4i Terimplementasikannya Pelaksanaan       S istem       Akuntabilitas
S istem                 Perencanaan , KineD.a      Instansi      Pemerintah      yang
Penganggaran  dan  lnformasi terintegrasi                                                             iiI
Kinelja    yang    Terintegrasi,
Berbasis  Teknologi  Informasi
yang Mendorong Peningkatan
Akuntabilitas                Kinelj a
Instansi Pemerintah

S.5 Terbangu nnya         Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
Publik          Digital          ( Dzgz.ta!
Sem2ces}

i  S.6  i) Meningkatnya             Ku alitas Pembangunan   Zona   lntegritas   di   unit
Pengawasan kerja                                                                          i

Penguatan         implementasi         sistempengendalianinternpemerintah(SPIP) ,

Penguatan       Pengelolaan       Pengaduan iMasyarakat

Penguatan Upaya Pencegahari Korupsi
!s.7 Meningkatnya             Kualitas I Pelaksanaan     Tata     Kelola    Kebijakan '

Kebijakan dan Regulasi Publik
Pelaksanaan    Pembentukan    Peraturan I
Perundangan-undangan

S.8 Meningkatnya             kualitas Pelaksanaan Arsip Digital                              I
pengelolaan arsip digital dan Pelaksanaari Data Sfatistik Sektoraldata statistik sektoral

S.9 Meningkatnya             ku alitas Penguatan  Pengadaan  Barang dan Jasa
pengada.an  barang  dan  jasa Pemerintah
pemerintah ,          pengelolaan Penguatan   Pengelolaan   Keuangan   dan IAsetkeuangan dan aset

SS.2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
S.1 Te rwuj udnya         percepatan Penataan Jabatan Fungsional                     i

transformasi               j abatan
I fungsional
`s.2 i Terselenggaranya Penguatan Manajemen Talenta ASN           i

manajemen talenta ASN yang
efektif dan efisien

S.6 Terwuj u dnya                  sistem PengelolaanKinel]apegawaiASN                i

i

kesejahteraan ASN yang adil,
i layak, dan berbasis kineria

S.7 Meningkatnya        kepatu ham Penguatan Sistem Merit
terhadap   sistem   merit   dan Pelaksanaan Core Vahaes ASNsistem manajemen ASN

Pelaksanaan pelayanan publik Efroa        i
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BABV

STRATEGI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

I.  Strategi dan Program RB General Kabupaten Kubu Raya
Pe}aksanaan   RB   pada   Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Raya   adalah

pelaksanaan  pada  level  mikro.  Pelaksanaan  RB  pada  level  ndkro  tersebut
didasari pada 2  (dua)  dimensi,  yaltu dimensi  prioritas nasional dan dimensi
prioritas  instansional.  Pelaksanaan  RB  level  mikro  yang  didasari  Prioritas
Nasional  berafti  pelaksanaan  RB  mikro  harus  sesuai  dan  selaras  dengan
selunih kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan
di  level  makro  dan  meso  yang bersifat  7rrmndofoft/.  Sedangkan  pelaksanaali
yang  didasari  pada  dimensi  prioritas  instansional  adalan  pelaksanaan  RB
untuk  mengakomodir  kebutuhan  untuk  pemecahan  masalah  tata  kelola
intemal  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  masih  menjadi  kendala
dalam penyediaan pelay-anan publik yang berkualitas dan peningkatan kineja
yang berkelanj utan.

Strategi yang  ditempuh  untuk  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan
digital  yang  lincah,  kolaboratif  dan  akuntabel  adalah  dengan  menjadikan
teknologi informasi dan komunikasi  sebagal instrumen utama dalam proses
internal tata kelola pemerintahan yang baik, penyediaan data dan pelayanan
publik yang berkualitas.

Ukuran  keberhasilan  pencapaian   sasaran  strategjs  terciptanya  tata
kelola    pemerintahan    digital    yang    lincah,    kolaboratif    dan    akuntabel
ditunjukkan dari indikator:
a.  Capalan lndeks SPBE

Indikator    ini    digunakan    sebagai    salah    satu    ukuran    keberhasilan
Pemerintah    Kabupaten    Kubu    Raya   dalam   melaksanakan   kebijakan
transformasi  digital.   Penilaian  dilakukan  terhadap  tingkat  kematangan
implementasi  pada  4  domain  atau  aspek,  yaitu  kebijakan,  tata  kelola,
1ayanan internal dan layanan publik.

b.  Capaian Akuntabilitas Kinelja
Indikator yang  mengukur  tingkat capaian  kineja  Pemerintah  Kabupaten
Kubu   Raya  dalam   satu   tahun  anggaran  yang  merupakan   hasil  darn
pelaksanaan kebijakan RB. Penilalan dilakukan terhadap dua hal, yaitu:
1)   kontribusi  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  terhadap  pencapaian

kineria sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional
yang telah ditetapkan dalarn Rencana Ken.a Pemerintah (RKP/ D) ; dan

2)    capaian  indikator  kinerja  utama  (IKU)  yang  telah  ditetapkan  dalam
peljanjian kinelja Kepala Daerah.

c.  Capaian Almntabilitas Keuangan
Indikator  yang  mengukur  tingkat  akuntabilitas   keuangan   Pemerintah
Kabupaten   Kubu   Raya  dalam  mengelola  keuangan   daerah.   Penilalan
dilakukan terhadap dua hal yaltu :
1)     tingkat  opini  BPK  atas  laporan  keuangan  terkait  dengan  kewajaran

sistem pengendalian internal kepatuhan, dan
2)     tingkat tindak ]anjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk

perbalkan yang berkelanjutan.

Adapun   strategi   budaya   birokrasi   BerAKHLAK   dengan   ASN   yang
profesional  dalam  rangka  menciptakan  profil  ASN  pekelja  keras,  dinamis,
terampil,   slap   menghadapi   perubahan,   memperkuat   peran   ASN   sebagal
perekat dan pemersatu bangsa.

Ukuran  keberhasilan  pencapaian  sasaran  strategis  budaya  birokrasi
BerAKHLAK dengan ASN yang profesional ditunjukkan dari indikator:
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a.  Nilai Emptoger Brand{ng ASN
Indikator  yang  mengukur  tingkat  kematangan  implementasi  core  ucrfue
ASN  BerAKHLAK  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya.  Pengukuran
dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menerima pelayanan.

b.  Indeks BerAKHLAK
Indikator  yang  mengukur  tingkat  kematangan  implementasi  core  I;drzte
ASN  BerAKHLAK.  Pengukuran  dilakukan  dengan  survei  kepada  internal
ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.

c.   Nilal SuIvei Penilaian lntegritas.
Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pemerintah daerah.
Indikator   ini    digunakan    sebagal    salah    satu    ukuran    keberhasilan
Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya dalam memetakan  resiko korupsi dan
upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei
kepada  3  kelompok  responden  utama,  yaitu  stakehozder yang  dilayani,
praktisi ahli, dan ASN internal.

Kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam mencapai kedua sasaran
strategis tersebut diatas, yaltu:

Tabel 5.1

lNo
Kegiatan Utama

IIndikator

1 Penyederharraan                      Birokrasi Tingka.t                          lmplementasi
(Penyederhanaan                      Stru-ktu r Penyederhanaan Birokrasi
Organisasi} /transforlnasi     organisasi

iberbasis kineria dan ag{Ze
2 Pelaksanaan     Sistem     Keq.a     Baru Tingkat lmplementasi Sistem keria

dengan  model  fleksibel  bagi  Pegawai Baru    dan    Fleksibilitas   Berkelja
ASN Pegawai

i3

Pelaksanaan Arsitektur SPBE Indeks SPBE                                              I

4 Pelaksanaan     Sistem     Akuntabilitas Indeksperencanaanpembangunan|
Kineria    Instansi    Pemerintah    yang
terintegrasi Nilai SAKIP

!5!

Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Tingkat    lmplementasi    Kebijakan
Transformasi Digital MPP                    I

6 Pembangunan Zona lntegritas di unit Tingkat                           keberhasilanpembangunanZI
keria

7i Penguatan       implementasi       sistem Tingkat Maturitas SPIP                        i
pengendaliari      intern      pemerintah
(SPIP)

8 Penguatan    Pengelolaan    Pengaduan Tingkat  Tindak  Lanjut  Pengaduan
Masyarakat Masyarakat (LAPOR)

9 Penguatan        Upaya        Pencegah an Survei penilaian lntegntas (SPI!         i
Korupsl

10I Pelaksanaan   Tata   Kelola   Kebijakan Indeks Kualitas Kebijakan
Publik

11 Pelaksanaan  Pembentukan Peraturan Indeks Reformasi Hukum
Perundangan-undangan

i

12 Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip
13 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Tingkat                           Kematangan

Penyelenggaraan Statistik Sekioral
14 Penguatan   Pengadaan   Barang   dan Indeks Tata Kelola Pengadaan

i Jasra Pemerintah
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'15 Penguatan     Pengelolaari     KeuangandanAset Opini BPK                                                    I
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

16

!PenataanJabatanFungsional
Tingkat      penerapan      kebijakan
Transformasi Jabatan Fungsional    i

17 i Penguatan Manajemen Talenta ASN Tin8kat  implementasi  Manajemen
Talenta                                                  ,

18 Pengelolaan Kjnerja Pegawal ASN Tingkat    implementasi    kebijakan
pengelolaan kinelja ASN

19 Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem Merit
20 I Pelaksanaan Corie Values ASN i Indeks Berakhlak                                   i

Eapley er Branding
21i Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Survey      Kepuasan      Masyarakat

(SKM)                                                                            I
Indeks  Pelayanan   Publik  Tingkat I

I Kepatuhan              pen``fTelen8garaan
Pelayanan Publik

Program  tersebut dituan8kan  kedalam  rencana aksi  RB  Cienera] Tahun
2023 - 2024.

2.  Strategi dan Program RB Tematik Kabupaten Kubu Raya
RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak

konkrit  RB  terhadap  isu  yang  ada  di  hilir,  yaitu  capaian  Pembangunan
Nasional.  Pelaksanaan  RB  Tematik  tersebut  tidak  akan  terwujud jika  tidak
diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai
dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan
(d€bott!enecfu.ng)  yang  memang dirasakan  secara  langsung oleh  masyarakat
dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik
yang  telah  ditetapkan.  Dengan  teratasinya  akar  masalah  dalam  tata  kelola
tersebut   maka   diharapkan   dapat   mempercepat   tercapalnya   tujuan   dan
sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan
masyarakat.

RB Tematik merupakan  strategi baru dalam  Roes Map RB 2020-2024
yang  memiliki waktu  pelaksanaan  hingga tahun  2024,  Dengan waktu yang
terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaltu:
1.  Pengentasan Kemiskinan

RB  Tematik pengentasan  kemiskinan  ditujukan  agar program  dan
kegiatan   pengentasan   kemiskinan  yang  ada  dan   telah   menggunakan
sumber daya yang  besar dapat  berdampak  optimal  terhadap  penurunari
angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung
keberhasilan  pengentasan  kemiskina.n  dengan  berfokus  pada  aspek  tata
kelo]a   pengentasan   kemiskjnan.   Secara   spesirik,   hal   tersebut   dapat
dilakukan  penguatan  sinergi  dan  kolaborasi  melalui  perbaikan  proses
bisnis,    perbaikan    data,     perbaikan    regulasi/kebijakan,    penyediaan
dukungan  teknologi  dan  informasi,  serta  reformulasi  program/kegiatan
agar lebih tepat sasaran.

permaR£Ua¥:-PriiiK££g:;:::nKKuubbuuRa3:y:dal2a°h]9k:£is4rinan¥¥ehinse=:qr'
pada  tujuan  ke-4  dalam  RPJMD-P  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2019-
2024 yaitu meningkatnya kualitas perekonomian daerah dengan indikator
angka kemiskinan.  Dalam hal penanganan  kemiskinan,  Kabupaten  Kubu
Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun.  Data
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Badan  Pusat Statistik (EPS)  Kabupaten Kubu  Raya menunjukhan bahwa
persentase  penduduk  miskin  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020.
Tabel  berikut  menunjukkan  an8ka  kemiskinan  Kabupaten  Kubu  Raya
beberapa tahun terakhir:

Tabel 5.2
Tingkat Kerniskinan Kabupaten Kubu Raya 2019-2022

Kabupaten Tahun
2019 2020   I   2021 2022    I

Kubu Ra_va 4,74     )    4,42    i    4,34    I    4,12    i
Sumber: RRIMD-P de;n LPPD Kab. Kubu Rcnga Ta:ham 2022

Dari  tabel  di  atas,  terlihat  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir yaitu;
tahun  2019-2022  persentase penduduk miskin di  Kabupaten  Kubu  Raya
selalu menurun.
Persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Kubu  Raya  sudah  berada di
bawah   angka   kemiskinan   Provinsi   Kalimantan   Barat   dan   Nasjonal.
Perbandingan antara persentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya
dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Tabel 5.3
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya, FTovinsi

Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019~2022

Pemerintah i                        Tahun I      TargetI2024      i
2019 2020

'   2021
2022

Kabupaten Kubu Ra57a 4,74 4,42 4,34    i    4,12 3.„
Provinsi Kalimantan 7,49 7,17 7us  r,73 7,08 -

Barat 7,00*
Nasional (Indonesia) 9,41 10,19 9,71 9,57 7,00

Sumber: Pubtikasi BI.S.
* Target Tahun 2023 sesuai RPJMD-P Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023.

Darn  tabel  diatas  menunjukkan  kondisi  angka  kemiskinan   Kabupaten
Kubu Raya lebih balk jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat
dan Indonesia. Angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022
sudan jauh berada dibawah target Provinsi Kalimantan Barat 7,08 -  7,00
dan Nasional pada tahun 2024 yaltu 7°/o. Namun demikian, capaian angka
kemi§kinan tersebut belum mencapai target kondisi akhir RPJMD-P tahun
2024 yaitu 3,97.

2.  Peninghatan Investasi
RB  Tematik  peningkatan  investasi  ditujukan  untuk  mewujudkan

kondisi   iklim   investasi   yang   kondusif   sehingga   memiliki   daya   saing
masuknya  investasi  dengan  memperkuat  penerapan  omnibus  hau;  dan
meningkatkan   indeks   daya   saing   (competrfu.I;eness   1.nderd.   RB   Tematik
peningkatan  investasi  akan  mendukung  penin9katan  investasi  dengan
berfokus  pada aspek tata kelola peningkatan  investasi  melalui perbaikan
proses  bisnis,  perbaikan  data,  perbaikan  regulasi/kebijakan,  penyediaan
dukungan  teknologi  dan  informasi,  serta  reformulasi  program/kegiatan
agar lebih tepat sasaran.

Pada  Misi  Kedua  dalam  RPJMD-P,  salah  satu  tujuannya  adalah  ¢ `
~1__I.____      1_`._1_.i__     ____1____  _____._  __       _1  _   ____1_        _1  _    _   _   _     _        _       1      7Meningkatnya kualitas  perekonomian  daerah  dengan  salah  satu  sasaran

strategis yaitu Meningkatnya lnvestasi di Kabupaten Kubu Raya.  Sasaran
ini  menjadi  Sasaran  Strategis  ke  Sembilan  (S.9)  dalam  RPJMD-P  dengan
lndikator  Kinelja  Utama  (IKU)  adalah  Nilal  lnvestasi.  Nilal  lnvestasi  ini
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merupakan jumlah  total  dari  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  ditambah
jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Perkembangan   Nilai  Investasi   Kabupaten   Kubu   Raya  dalaln   beberapa
tahun terakhir:

Tabel 5.4
Realisasi Nflai lnvestasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

I     Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Target Tahun
(Juta Rp) I            2024i(JutaRp)

Target Realisasi
Nilal Investasi Berskala 5.638.260,21  `  12.751.262,63 17.355,990,10  I
Nasional (PMDN + PMA|

Sumber: DPMPTSP Kab. Ku:bu Raga.

Tabel 5.5
Realisasi Nilal Investasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Kabupaten Kubu Raya
Tchun 2021 Target Tahun

(Juta Rp' 2024I'JutaRp)
Target RealisasiI   Nilai Investasi Berskala

i  13.902.444,49
13.872.858,05 17.355.990,10  i

Nasional |PMDN + PMA}
Sunber: DPMP'I`SP Kab. Kuha Raga.

Tabel 5.6
Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

Tahun 2022 Target Tahun
Kabupaten Kubu RayaI (Juta Rp) 2024i(JutaRp)        I

Target Realisasi'   Ni]ai lnvestasi Berskala
15.053.626,36 14.899.410,54I I   17.355.990,10 i

Nasional ipMDN + PMA}
Sumber: DPMFTSP Kciv. Kubu Raga.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, realisrasi
Nilal  lnvesfasi  Berskala  Nasional  (PMDN+PMA)  di  Kabupaten  Kubu  Raya
belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD-
P 2019-2024. Selanjutnya jika melihat target tahun 2024 yang merupakan
kondisi  akhir  RPJMD-P  2019-2024,  masih  diperlukan  peningkatan  Nilai
investasi sebesar 2,5 triliun rupiah.

3.  Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
Secara  umum,   pelaksanaan   RB  Tematik  digitalisasi  administrasi

pemerintahan   ditujukan   untuk   menciptakan   birokrasi   tangkas   dan
pelayanan publik berbasis digital.  Dukungan RB Tematik pada digitarisasi
administrasi  pemerintahan   berfokus  akan  diarahkan  pada  percepatan
capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan strrrfu.ng.

Dalani  penanganan   sfuntirig,   Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Raya
termasuk  salah  satu  daerah  yang  berhasil  menurunkan  angka  sfu7}tr.ng
dalam   beberapa   tahun   terakhir.   Tabel   berikut   menunjukkan   angka
shunting yang dicapal Kabupaten Kubu Raya:
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Tabel 5.7
Angka SfltrLtt.ng Kab. Kubu Raya Tahun 2020-2022

i           KabupatenKubuRay-a

Tahun

i    :2g:u;:    i
2020 2021 I   2022

Armgka stwndng 13,40 7,90 6,83
s,,Z;,:;`".,`

Surnber.. Dines Kesehattln Kab.Kubu Reya.
*  sumber:   iJ! t  I_i-is_,.

Darn  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  angka  stunting  Kabupaten  Kubu
Raya dalam 3 (tiga) tahun terakhir menurun. Penurunan secara signirikan
teljadi  pada  tahun  2021   sebesar  5,60.  Sedangkan  target  kondisi  akhir
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menargetkan Kabupaten
Kubu Raya zero stwnitng.
An8ka  sfunti.ng  Kabupaten  Kubu  Raya  sudah  berada  di  bawah  angka
sfuriti.ng  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  Nasional.  Perbandingan  antara
angka  sfronf2.ng Kabupaten  Kubu  Raya  dengan  Provinsi  Kalimantan  Barat
dan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.8
Perbandingan Angka Stttntirtg Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan

Barat dan Nasional Tahun 2020-2022

i                   Pemerintah
Angka Strtritr.ng Tahun I       Target)2024      i
2020 2021 2022

Kabupaten Kubu Raya 13,40 7,90 6,83 zero        .Sturtfing

Fhovinsi Kalimantan Barat N/A 29,8 27,8 170/o
i            Nasional (Indonesia) N/A 24,4 21,6 140/o
Sumber: Pubtikasi EPS.

4.  Percepatan Prioritas Aktual Presiden
Perbalkan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan
RB  dilakukan  untuk  merespon  dan  mengawa}  hal-hal  mendesrak  sesuai
dengan   arahan   Presiden.   Hal   ini   dilckukan   agar   pemerintah   dapat
memitigasi   risiko  yang   dapat   berdampak   serius   kepada   masyarakat.
Adapun  prioritas  dan  aktual  presiden  yang  harus  segera  direspon  yaitu
peningkatan  penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  (PDN)  dan  pengendalian
lnflasi.

a.  Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pada  tahun  anggaran  2022,  nilai  pengadaan  barang  dan  jasa

Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  dilakukan  melalui  penyedia
s€banyak 5.495 paket RUP dengan nilai PRJ RUP keseluruhan sebesar
Rp482.703.302.493,00.  Darn  ni]al  pengadaan  barang dan jasa  melalui
penyedia     tersebut,     nilai     pengadaan     barang     dan    jasa     yang
dikomitmenkan  untuk  menggunakan  produk  dalam  negeri  sebanyak
5.462      paket     PDN      RUP,      dengan     nilai     PDN      RUP     sebesar
Rp479.870.223.747,00  atau  99,41°/o  dari  total  nilai  pengadaan  barang
dan jasa melalui penyedia.

Dari  nilal  pengadaan  yang  dikomitmenkan  untuk  penggunaan
produk    dalam    negeri,    telah    divalidasi/diklarifikasi    oleh    Pejabat
Pengguna  Anggaran  sebesar  Rp447.476.187.063,00  atau  93,250/o  dari
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nihi     komitmen     penggunaan     produk     dalam     negeri     sebesar
Rp479.870.223.747,00.

Sampai dengan tanggal 9 Desember 2022, nilai pengadaan barang
dan     jasa     melalui     penyedia     telah     direalisasi     dalam     bentuk
perjanjian/kontrak   pengadaan/pengadaan   yang   telah   diinput  pada
aplikasi Siswas P3DN sebesar Rpl 15.739.103.497,20 atau 23,98% dari
seluruh   nilai   pengadaan   melalui   penyedia.   Dari   nilai   yang   telah
direalisasikan  dan  telah  diinput  pada  aplikasi  siswas  P3DN,  sebesar
Rpl 15.447.847.566,20 atau 25,80°/a dari nilai komitmen yang divalidasi
sebesar Rp447.476.187.063,00.

b.  Pengendaliari lnflasi
BPS dalam menghitung inflasi ini dikumpulkan datanya terhadap

kota  sampel yang disebut dengan  Kota lndeks  Harga Konsumen  atau
kota IHK.  Untuk Provinsi Kalimantan Barat sudah ditetapkan  sebagal
kota IHK adalah  Pontianak,  Singkawang dan  Sintang.  Sebagal ukuran
inflasi   Kabupaten   Kubu   Raya  yang  digunakan   adalah   inflasi   Kota
Pontianak,   karena   harga-harga   di   Kota   Pontianak   sebagian   bear
dipengaruhi oleh Kabupaten Kubu  Raya sebagai pemasok utama Rota
Pontianak.  Berdasarkan  pengumuman  EPS  Provinsi  Kalimantan Barat
bahwa  selama  5  tahun  terakhir  sampai  tahun  2021,  inflasi  di  Kota
Pontianak relatif terkendali atau stabil. Namun pada tahun 2022, angha
lnfasi  Kota  Pontianak  meningkat.  Perkembangan  angka  inflasi  Kota
Pontianak tahun 2017-2022 seperti pada grafik berikut:

Angka Inflasi Kota Pontianak
7
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4             3j86                   3,99

2,64
2,11

2
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2017                     20]8                    2019                    2020                    2021
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Sumber: Pubitlcasi BPS, IHK Kota Por[hanak ta:ha.n 2022

'20'22
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BAB VI

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar   pelaksanaan   RB   dapat   berjalan   dengan   balk,   perlu   di]akukan
pengelolaan yang baik pula.  Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk
melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dHaksanakan sesuai
dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pada     implementasinya     pelaksanaan     RB     Kabupaten     Kubu     Raya
dikoordinasikan   oleh   Sekretaris   Daerah.   Hal   ini   untuk  memastikan   bahwa
program-program  RB  telah  dilaksanakan  secara  sistemik,  komprehensif,  dan
berkelanjutan   oleh   semua   unit   keria   di   Daerah.    Dalam   rangka   unfuk
memastikan  implementasi  tersebut,  Sekretaris  Daerah  dapat  membentuk  Tim
atau  Unit  Pengelola  RB  Intemal  Strategic  rra7..sfo777ratiort  Urizt  (STU).  Struktur
STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru,  melainkan bisa dengan
memberikan  kewenangan  yang  lebih  kuat  kepada  struktur  ya.ng  ada  atau
dilekatkan kepada Staf Ahli. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan
mengevaluasi  pelaksanaan  RB,  termasuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  RB
berdampak  pada  pencapaian  sasaran  strategis  program  pembangunan.  Dalam
rangka   keberianjutan   pelaksanaan   RB,   Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Raya
mengefektifkan  keEa  Tim  RB  yang  telah  dibentuk  dengan  Keputusan  Bupati
Nomor  16/SETDA/2020 tentang Tim  Keja Reformasi Birokrasi dan  Keputusan
Bupati  Kubu  Raya  Nomor  604/SETDA/2020  tentang  Tim  Pengarah  dan  Tin
Pelaksana  Kegiatan  Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Reformasi
Birokrasi.

Selanjutnya  untuk  monitoring  dan   evaluasi  atas  pelaksanaan   RB   di
internal dilaksanakan oleh lnspektorat/ Satuan Pengawas Internal di Daerah.

Tim  atau  unit  pengelola  RB  tersebut  akan  berperan  sebagai  penggerak,
pelaksana,  dan  pengawal  pelaksanaan  RB  di  Kabupaten  Kubu  Raya  beserta
jajaran unit kelja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB Kabupaten
Kubu Raya adalali:
1.    Merumuskan Road J`4lap pelaksanaan RB;
2.    Melaksanakan  Rotzcz  Map  RB  dan  program-program  prioritas  pemerintah

daerah serta unit ker}.a;
3.   Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan balk;
4.    Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  berkala  terhadap  pelaksanaan  RB  di

instansi dan unit kerianya; dan
5.   Melakukan   penyesualan-penyesuaian   yang   diperlukan   agar   target  yang

dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan sfafeehozders.

Selain itu,  untuk memastikan  bahwa program RB  Pemerintah Kabupaten
Kubu  Raya  beljalan  secara  sistemik,  berkelanjutan  dan  dapat  dilaksanahan
sampal  unit-unit  keg.a,  malca  diperlukan  keterlibatan  aktif dari  setiap  Kepala
Perangkat  Daerah   dan   pimpinan   unit  kelja   sehingga  program   RB   internal
dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

-.
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BAB VII

PENUTUP

RB dilakukan dalaln upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif
dan berdaya salng dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya
saing  global  dan  peningkatan  pelayanan  publik,  sehingga  dapat  membe]ckan
pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih
dari  praktik  KKN.  Mengingat  bahwa  RB  termasuk  ke  dalam  agenda  prioritas
nasional,  maka  melalui  penajaman  RB  yang  dilakukan,  hal  tersebut  dapat
mendukung  percepatan  pembangunan  nasional.  Sehingga  dengan  stratect  RB
yang  baru   diharapkan  juga  dapat  mendorong  percepatan  capaian  sasaran
strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah.
Adanya penajaman Roac{ Mtzp RB  pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut
dengan  terfokus  pada  empat  aspek,  yaltu,  penajaman  tujuan  dan  sasaran,
penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu
dan  hilir,  dan penajaman  indikator RB.  Adapun  aspek penajaman  RB  tersebut

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

KABupATEN KUBu RAyA TAHUN  ..epa3..  NOMOR ...€3..
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